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Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah mendorong pembelian tiket konser
dilakukan secara daring melalui perjanjian elektronik yang umumnya
memuat klausula baku No Refund. Dalam praktiknya, klausula tersebut
sering merugikan konsumen ketika konser dibatalkan atau dijadwalkan
ulang, sebagaimana terjadi pada kasus Mafest Volume 3 dan konser
DAY6. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenal keabsahan
Klausula tersebut berdasarkan KUH Perdata, Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, dan UU ITE. Oleh karena itu, penelitian ini
pertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula No Refund serta
perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen.




Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah keabsahan klausula baku yang menyatakan "no refund" dalam perjanjian
pembelian tiket konser secara daring sesual dengan UU No.8 Thn 1999,
KUHPerdata pasal 1338 (2) dan UU ITE No0.11/2008 jo UU No0.19/2016 pasal 17
ayat (2)

2. Dalam Aspek perlindungan hukum, hak apa yang diberikan kepada konsumen
terkait dengan Klausula baku yang menyatakan bahwa no refund dan dibatalkan
sepihak, jika dilihat dari sudut pandang UU NO. 8 THN 1999 Perlindungan
Konsumen dan UU No0.11/2008 jo UU No0.19/2026 pembelian tiket secara daring?




Penelitian Ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas
bahan hukum primer, yaitu KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan
bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, doktrin, dan penelitian
terdahulu yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif
dengan menggunakan metode deskriptif analitis untuk menjawab rumusan
masalah mengenai keabsahan klausula baku "No Refund" dan perlindungan
hukum bagi konsumen.




ANALISIS

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan terhadap keabsahan klausula baku “No Refund” dalam
perjanjian pembelian tiket konser secara daring berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum.

1. Kedudukan Klausula Baku

“No Refund”

Klausula “No Refund” merupakan
klausula baku yang dibuat sepihak
oleh pelaku usaha tanpa adanya
negosiasi dengan konsumen.

l

Konsumen berada pada
posisi lemah karena hanya
dapat menerima atau
menolak seluruh syarat
yang ditetapkan.

.
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KESIMPULAN ANALISIS

Klausula baku “No Refund” tidak dapat diberlakukan secara mutlak dalam perjanjian pembelian tiket konser secara daring
konsumen telah diberi informasi yang jelas dan klausula tidak bertentangan dengan UUPK, KUHPerdata, serta UU ITE.

2. Ditinjau dari
Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18 UUPK

Melarang klausula yang
mengalihkan tanggung jawab
pelaku usaha kepada konsumen
atau menghilangkan hak
konsumen untuk memperoleh
ganti rugi.

Pasal 1338 KUHPerdata
Setiap perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad

balk dan tidak boleh
bertentangan dengan hukum,
kesusilaan, dan ketertiban
umum,

UU ITE (Pasal 5)

Para pihak dalam transaksi
elektronik wajib bertindak
berdasarkan itikad baik.

CONCERT TICKET

JAKARTA MUSIC FEST viP
20 Juli 2024 | 19.00 WiB
Stadion ABC, Jakarta

000

Rp 1.250.000

BELI TIKET

3. Analisis Keabsahan
Klausula “No Refund”

Tidak sah apabila menghilangkan
hak konsumen atas pengembalian
dana ketika pembatalan atau
perubahan terjadi karena pihak
penyelenggara.

Bertentangan dengan
prinsip keseimbangan,
keadilan, dan itikad baik
dalam perjanjian.

Dapat dinyatakan batal demi
hukum berdasarkan Pasal 18
UUPK.

Alih-alih melindungi, klausula
tersebut justru merugikan
konsumen dan tidak memberikan
kepastian hukum.

Syarat & Ketentuan

£ o Refund

Semua pembelian tiket
Borsifat final dan tidak
dapat dikembalivan

dengan alasan apapun

Saya setuju

O 0 0 ¢

KUH PERDATA
UU ITE

4. Implikasi Hukum dan
Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha tetap wajib
bertanggung jawab terhadap
pembatalan atau perubahan konser
yang merugikan konsumen.

Konsumen berhak memperoleh
informasi yang jelas, jujur, dan
transparan sebelum melakukan
pembelian.

Konsumen yang dirugikan berhak
atas ganti rugi sesuai ketentuan
hukum yang berlaku.

Penyelesaian sengketa dapat
dilakukan melalui BPSK, mediasi,
atau pengadilan.

. Klausula tersebut hanya sah apabila



Klausula baku "No Refund" merupakan ketentuan yang dibuat secara
sepihak oleh pelaku usaha tanpa adanya kesempatan bagi konsumen
untuk melakukan negosiasi. Dalam praktik pembelian tiket konser
secara daring, konsumen hanya dapat menyetujui atau menolak
seluruh syarat yang telah ditetapkan (take it or leave it). Berdasarkan
Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula yang
menghilangkan hak konsumen atau mengalihkan tanggung jawab
pelaku usaha dilarang dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Oleh
karena Itu, klausula "No Refund™ tidak dapat diberlakukan secara
mutlak apabila menyebabkan kerugian bagi konsumen.




Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara
sah mengikat para pihak sebagai undang-undang, namun pelaksanaannya
narus didasarkan pada itikad baik. Selain itu, UU ITE juga mengatur
pahwa transaksi elektronik harus dilakukan secara jujur, adil, dan
pertanggung Jjawab. Dengan demikian, apabila pelaku usaha
membatalkan konser atau mengubah jadwal secara sepihak tanpa
memberikan mekanisme pengembalian dana yang jelas, maka tindakan
tersebut bertentangan dengan prinsip itikad baik serta menciptakan
ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan

konsumen.




Konsumen yang dirugikan akibat penerapan klausula No Refund berhak
memperoleh perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi apabila kerugian
timbul akibat pembatalan atau perubahan konser yang berasal dari pihak
penyelenggara. Apabila hak konsumen tidak dipenuhi, penyelesaian
sengketa dapat dilakukan melalul negosiasi, Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK), atau gugatan ke pengadilan. Perlindungan
hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan
keseimbangan dalam transaksi elektronik.
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Temuan Penting Penelitian

PENELITIAN TERDAHULU OLEH FOKUS PENELITIAN

Kusuma & Wiryawan (2023) Meneliti perlindungan hukum bagi konsumen akibat pembatalan
konser musik serta tanggung jawab penyelenggara dalam memberikan
ganti rugi kepada konsumen.

Purnamasari dkk. (2023) Menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli tiket konser
berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta tanggung
jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen.

Kasus DAY6 & Mafest Volume 3 Menunjukkan bahwa pembatalan konser, perubahan jadwal, dan
lambatnya proses refund menimbulkan kerugian serta ketidakpastian

hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik.
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Manfaat Penelitian

Penelitian int memiliki dua manfaat:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi
mengenal hukum perjanjian, perlindungan konsumen, dan transaksi
elektronik.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi konsumen untuk
memahami hak-haknya, bagi pelaku usaha sebagali pedoman dalam
menyusun klausula yang sesual dengan hukum, serta bagi
pemerintah dan akademisi sebagai bahan evaluasi dan
pengembangan penelitian di bidang perlindungan konsumen.
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